NOMOR z

SEBAGAI

Membaca : 1.

Men .mbana : a.

2 KEPUTUSAN MENTERT KEHAKIMAM
1 REPUBLIK INDONESIA

M-01-Pw.10.07 Tahun 1983
&

TENTANG

FENETAPAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM

DAERAH BERSTATUS KHUSUS

DIBIDANG KEIMIGRASIAN

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESGIA

gurat Menteri Negara Riset dan Tekno-
logi selaku Ketua Otorita Pengembangan
Daerah Industri Pulau Batam tanggal 25
Mei 1982 Ncmor 1317/8et-C3/V/B2 dan
tanggal 20 Okteber 1982 MNomor 27832/
get-N3/X/82 tentana oveninagkatan pe-
lavanan keimigrasian di Pulau Batam.

aura> Direktur Jenderal 1Inigrasi Le-
partemen Kehakiman tanggal 7 Juni 1¢€82
Nomor F-PW.10.07-395 dan targgal 15
Juni 1982 Nomor F-PW.10.07-411 tentéeng
Usul Penetepan Daerah Indusri Fulau
Batam sebacai daerah vana berstatus
khusus dalan bidana keimigrasian.

Rahwa dalam ranagka menuniang pengem-
banagan Pulau Batam sebagal daerah
industri dan wilavah usaha "bonded
warehouse", perlu memberikan status
khusus kepadla daerah tersebut dibidang
keimigrasiaa.

Bahwa Keputusan Menteri Keiakiman R.T.
tanggal 7 Juni 1980 Nomor M.01.07-80
dipandang sudah tidak ¢ 2suai lagi
dengan perkembangan dan karena 1tu
perlu diperbaharuil.
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Men¢ingat

10.

Penetapan Izin Masuk tentariy Perizinan
Masuk dan tinggal bagi 3Jrang-orang
asing di Indonesia (L.N. No. 47 tahun
1916 sebagaimana diubah darn ditambeh,
terakhir dengan L.N. No. 330 tahun
1949 .
[+3

Undang-undang No. 9/Drt taaun 1553
tentang Pen3jawasan Orang Asing (L.N.
No. €4 tahur 1953 jo. L.N. No. 3 tafrun
1961 .

Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1¢73
tentang Daerah Industri Pulau Batam.

Keputusan Presiden Nomor 41 tahun
1978 tentang Penetapan Seluruh Daerah
Industri Pulau Batam sebagai Wilayah
Usaha "Bonded Warehouse'.

Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1974
tentang PoKok-pokok Organisas: Depar-
temen.

Keputusan Presiden Nomor 45 tahun
1874 sebagaimana diubah/ditambah
terakhir dengan Keputusan Fresiden No.
27 tahun 1981 tentang Peribahan Lam-
piran 3 Keoutusan Presiden No. 45
tahun 1974.

Peraturan Menteri Kehakiman No. YS.4/

3/7 tahun 1975 sebagaimana
diubah/ditambah terakhir dangan Kepu-
tusan Menteri Kehakiman No. M-

03.PR.07.10 tahun 1982.

Instruksi Menteri Kehakimana No. 3M/1/
IT tanggal 4 Maret 1978 txntang Visa
Kunijungan Wisata On Arrival (Izin
Masuk Khusus).

Peraturan Visa 1979.
Instruksi Menteri Kehakiman No. M.03.

PW.09.01 - 80 tanggal 25 September
1980 tentang Penambahan Negara-negara
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yang warganegaranya dapat menggunakan
fasilitas Visa Kunjungan aisata On
Arrival (Izin Masuk Khusus}.

M EMIJ T US K AN

&
Dengan mencabut Keputusan Menf.eri Keha-
kiman Republik Indonesia tangcal 7 Juni
1990 Nomor M-01.PW.10.07-80 jo. Keputusan
Menteri Kehakiman Nomor M-0L.PW.10.07
tanggal 16 Jun% 1982.

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK IN-

DONESIA TENTANG PENETAPAN SELURUH DAERAH
INDUSTRI PULAU BATAM DAN PULAU-PULAU
SEKITARNYA SEBAGAI DAERAH BERSTATUS
KHUSUS DIBIDANG KEIMIGRASIAN

Pasal 1

celuruh Pulau Batam can pulau-pulau sekitarnva vang
~ermasuk dalam wilavah keia Kantor Imigrasi Sekupang

ditetapkan sebagai daerah yang berstatus khusis dibidang
eimigrasian.

Pasal 2

Untuk daerah tersebut pasal 1, Menteri Kehakiman dapat

(1)

(2)

Menguasakan kepacla Kepala perwakilan Re2publik In-
donesia di Singapura untak memberikan Visa Berdiam
sementara vang bersifat Frovisional (VBS Provisicn-
al) kepada perwakilan-perwakilan perusahaan asing
dan tenaga-tenaga ahli asing vang beroperasi dan
bekerja di Pulau Batam dan pulau-pulau sekitararnva
beserta anggota keluarga mereka.

Menguasakan Kkepada Kepala Perwakilan Republik In-
donesia di Singapura untuk memberikan Visa Kunjun-
gan Usaha untuk beberapa kali perjalanan provision-
al (VKUBP Provisional) Kkepada orang asing vang
hendak berkuniung ke Pulau Batam dan pulau-pu.au
sekitarnva dalam rangka pengembangan usahka/survev
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proyek-proyek pengembandan Qaerah industiri Pulau
Batam.

(3) Menguasakan kepada Kepala Perwakilan Repiblik In-
donesia di Singapura untuk memberikan Visz Kunjun-
can Usaha yang bersifat provisional (VKU Erovision-
al) kepada orang asing yang &idatangkan bagi
rrovek~proyek pengembangan daerah indus:ri Pulau
Eatam.

(4) Memberikan Visa On Arrival selama 7 {tu:uh}) hari
ragi tenaga pekerja asing Khusus yang perlu dida-
tangkan dari Singapura untuk proyek-proyel. pengem-
l.angan daerah industri Puleu Batam.

(5) llemberikan Visa Kunjungan Wisata On Arrival secara
l'olektif kepada wisatawan asing dari negéara-negara
tertentu vana termasuk "Tourist - Generat:ing Coun-
tries" dalam ranaka pengembangan Pulau Batam.

femberikan Visa Kunijungan Wisata On Arrival secara
perorangan Kepada warga naedgara dari negara-negara
vang termasuk "Tourist Generating Countries" vang
~elah menjadi penduduk/bertempat tinggal di Singa-
pura dan hendak berkunjung ke Pulau Batam dan
pulau-pulau sekitarnya sebagail wisatawan selama 7
(tujuh) hari dalam rangka pengembangan Pulau Batam
sebagai daerah industri pariwisata.

Memberikan Visa On Arrival bebas bea kepada warda-
iegara Singapura ddan warga-nedara anggcta Asean
lainnva vang hendak berkunijung ke Pulau Batam
sebagai wisatawan selama 7 hari {(tujuh) hari dalam
rangka pengembangan Pulau Batam sebagai daeran
industri pariwisata.

Pasal 3

Oranc asing vana diizinkan masuk Kke Pulau Batam dan
pulatv-pulau sekitarnva berdasarkan pasal 2 di atas,
tidak dibenarkan memasuki daerah lainnva di Indonesia
lang:ung dari Pulau Batam dan pulau-pulau sekitarnva
kecuali vang tercantun dalam ayat (1) dan ayvat (5}
dengan izin Khusus Menteri Kehakiman.
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(1)

(2)

Pasal 4

tfenteri Kehakiman dapat membebaskan dari Keharusan
neminta exit/exit reentry permit baru bagli warga-

riegara asing yag telah menjadi penduduk/bertempat
{.inggal di Pulau Batam dan pulatm-pulau szkitarnya
vang telah memperoleh exit,/exit-reentry permit dari
I'antor Imigrasi Sekupang untuk pergi dari dan
rembali ke Pulau Batam dan pulau-pulau sekitarnya
nelalui Singapura.

Menteri Kehakiman dapat membebaskan dari keharusan
neminta exit/exit-reentru permit baru cdi Kantor
[migrasi Sekupang bagi warga-negara asing
senduduk/bertempat tinggal di daerah lain di. Indo-
nesia vanag telah memperoleh exit/exit-reentry
sermit untuk perai ke Pulau Batam dan pulau-pulau
sekitarnva dan kembali melaluil Singaovura.

Pasal 5

Hal-hal vang belum diatur dalam gurat Kerutusan iri
vang perlu untuk menunjanj pembangunan Pulaua Batem
dan pulau-pulau sekitarnya sebagai daerah industri
dan wilavah usaha "bonded warehouse" acan diatur
lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman.

Pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan «alam Surat
Keputusan ini diatur oleh Direktur Cenderal Imigra-

si.

Pasal 6

eputusan ini mulai berlaku seijak tanggail dit2tapkan.

Pasal 7

{eputusan ini disampaikan kepada :

W W N

Bpk. Presiden R.I.
Para Menteri Kabinet Pembangunan R.I.

Jaksa Agundg.
Pangkopkamtib.
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Kepala B A K I N.
Kepala Kepolisian R.I.

Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau
Batam.

Cirektur Jenderal Pejak.

Cirektur Jenderal Pariwisata.

Cirektur Jenderal Imigrasi. ¢

Gubernur Kepala Daerah Propinsi Riau di Pelanbaru.

Kepala Kantor Wilayah Derartemen Kehakiman Riau di
Fekanbaru.

Ditetapkan di : Jakarta

i Pada tanggal : 8 Januari 1983
& MENTEEI KEHAKIMAN R.1.

ttd

ALI SAID, §H.

Bl

78




